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ABSTRAK 

 

 

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan 

yang tidak sah dimata hukum karena tidak dicatat oleh kantor catatan sipil 

sehingga tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi pasal 2 Undang-Undang 

Perkawinan. Salah satu cara untuk mengesahkan perkawinan tersebut adalah 

dengan cara melakukan perkawinan ulang atas sepengetahuan KUA dan 

dicatatkan di kantor catatan sipil. Perkawinan menimbulkan berbagai akibat 

hukum terhadap para pihaknya secara krusial khususnya pada hal harta benda 

yang terbentuk akibat perkawinan. Terciptanya harta benda saat masih 

perkawinan siri yang diklaim sebagai harta bersama sebelum dilakukannya 

perkawinan yang sah menimbulkan permasalahan bagi para pihaknya saat hendak 

melakukan perceraian.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan penelitian adalah putusan 

Pengadilan Agama Bangil Nomor 1961/Pdt.G/2015/Pa.Bgl dengan identifikasi 

masalah yaitu bagaimana kedudukan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan 

siri setelah dilangsungkan perkawinan secara sah dan bagaimana cara 

penyelesaian pembagian harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan siri 

setelah dilangsungkannya perkawinan secara sah. Tergugat meminta haknya atas 

sebidang tanah yang diklaim diusahakan bersama pada saat perkawinan siri agar 

dinyatakan sebagai harta bersama pada perceraiaan yang dilakukannya tak lama 

setelah mereka melangsungkan perkawinan sah pada tahun 2013 dengan telah 

melakukan perkawinan siri sejak tahun 2000. 

 Dalam putusannya hakim tegas mengatakan bahwa sebidang tanah 

tersebut bukanlah harta bersama menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan 

karena diperoleh sebelum perkawinan yang sah, namun tergugat masih mencari 

cara agar mendapatkan hak atas sebidang tanah tersebut yang diusahakan bersama 

penggugat saat perkawinan siri. Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif 

dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Bangil memutus berdasarkan 

Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan kepada hukum apa para pihaknya 

tunduk. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan 

meskipun di dalam islam perkawinan siri tetap sah karena dilakukan sesuai kaidah 

agama dan tetap timbul adanya harta benda bersama. Disarankan pada KUA agar 

apabila ada sepasang calon suami isteri yang hendak melakukan perkawinan 

ditanyakan lebih dahulu apakah telah terjalin hubungan perkawinan dibawah 

tangan atau tidak sehingga saat hendak mengesahkan perkawinannya dapat 

dilakukan isbat nikah bukan perkawinan ulang karena perkawinan ulang tidak 

berlaku surut terhadap segala akibat perkawinan. 

 


